
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting 

terutama di negara Indonesia. Penerimaan negara dari sektor perpajakan inilah 

yang akan dimanfaatkan pemerintah guna menjalankan pelaksanaan pembangunan 

negara.Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan 

anggaran yang besar, di mana sumber pendanaan terbesarnya ialah berasal dari 

pajak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

(www.kemenkeu.go.id) 

Penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan negara, 

sehingga sangatlah penting bagi Direktorat Jendral Pajak membuat kebijakan-

kebijakan untuk menjaga penerimaan pajak tetap stabil dan terus meningkat setiap 

tahunnya. Salah satu kebijakan Direktorat Jendral Pajak adalah dengan melakukan 

reformasi perpajakan. Program reformasi menjadi titik sentral dan determinan 

utama bagi peningkatan kinerja perpajakan karena melalui program tersebut 

pemerintah melakukan perbaikan institusi perpajakan secara menyeluruh, terutama 

dari sisi regulasi, administrasi, dan kelembagaan aparatur perpajakan 

(www.kompasiana.com:2019). Perubahan reformasi perpajakan terus dilakukan 

untuk menjadikan Direktorat Jendral Pajak sebagai institusi perpajakan yang kuat, 

kredibel, dan akuntabel. Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan dalam 

situs resminya www.pajak.go.id memaparkan bahwa reformasi perpajakan 

http://www.pajak.go.id/


 

 
 

merupakan perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk di dalamnya 

adalah pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan 

basis perpajakan.  

Secara universal, administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan 

dalam suatu kebijakan pajak. Oleh karna itu reformasi administrasi perpajakan 

harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga fungsi pelayanan dapat 

diberikan secara optimal kepada masyarakat. Reformasi administrasi pajak 

idealnya merupakan instrumen untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib 

pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat (trust), dan meningkatkan integritas 

aparat pajak. Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan pemerintah 

mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan perpajakan dan meningkatkan 

kepatuhan pajak. Ironisnya, kepatuhan pajak Indonesia masih terbilang rendah, 

yang tergambarkan dalam stagnasi tax ratio yang masih berada di bawah negara 

lain pada kisaran 12-13 persen.  

Luasnya wilayah, banyaknya penduduk, serta dinamisnya aktivitas 

ekonomi merupakan suatu tantangan tersendiri dalam menegakan perpajakan di 

Indonesia. Ketidaksesuaian rasio antara puluhan ribu pegawai pajak dengan jutaan 

wajib pajak (WP) mengakibatkan kurang optimalnya implementasi perpajakan di 

Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya adminsitrasi 

perpajakan yang sederhana, cepat, dan mudah dilakukan agar pajak dapat secara 

optimal menjangkau jutaan penduduk, ribuan entitas badan, serta para ekspatriat di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (www.online-pajak.com).  



 

 
 

Salah satu bentuk pembenahan administrasi perpajakan sejalan dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, maka 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan program baru dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik untuk 

mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan 

administrasi dan pembayaran pajak, yakni E-System. E-System atau yang lebih 

dikenal dengan DJP Online terdiri atas e-Registration, e-Billing, e-Filling, dan e-

Faktur. Pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak ini diharapkan akan 

meningkatkan penerimaan pajak yang nantinya akan membantu roda 

perekonomian Indonesia. 

E-System adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh DJP dalam pelayanan 

pajak. Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses 

melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. E-Registration 

adalah metode untuk melakukan pendaftaran secara online. E-filling adalah metode 

untuk pengisian SPT secara online. E-SPT adalah motode untuk dapat 

mendownload form SPT secara online dan dapat diisi dan dikirimkan kembali. E-

billing adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui atm 

dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh wajib pajak. Dengan 

metode terbaru ini, diharapkannya dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak 

dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat di akses dimana pun dan kapan 

pun oleh wajib pajak (Mentari, 2016). 

Hal tersebutlah yang mendorong Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan 

Peraturan Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara 

Elektronik (e-billing system),sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dan 2 sistem perpajakan 



 

 
 

secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik 

yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan 

Billing System, “Billing system adalah metode pembayaran elektronik dengan 

menggunakan Kode Billing”.  

Terkait dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, mulai tanggal 1 Januari 

2016 Direktorat Jenderal Pajak mengubah sistem pembayaran pajak manual 

menjadi e-billing. Walaupun sistem pembayaran e-billing sudah diterapakan pada 

awal tahun 2016, akan tetapi Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan 

untuk tetap melakukan pembayaran pajak manual yang selama ini di layani oleh 

semua Bank Badan Usaha Miliki Negara, Bank Swasta, dan kantor pos hingga 

akhir Juni 2016. Sehingga pada tanggal 1 Juli 2016 semua sistem pembayaran 

pajak harus dialihkan ke pembayaran pajak secara elektronik melalui e-billing. 

Pemberlakuan sistem e-billing merupakan wujud peningkatan layanan Direktorat 

Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak yang dimaksudkan untuk memberikan 

kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam membayar bajak, dan secara 

konsep penerapan e-billing ini diharapkan mampu memudahkan para wajib pajak 

untuk melakukan pembayaran kapanpun dan dimanapun. Selain itu karna transaksi 

akan dapat tercatat secara real time di sistem Ditjen Pajak, maka penggunaan 

sistem e-billing ini juga diharapkan mampu menghindari ketidakcocokan transaksi. 

Pembaharuan sistem yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak selain 

memberikan kemudahan dalam pembayaran dan upaya untuk menghindari terjadi 

kesalahan transaksi, tentunya pembaharuan ini juga diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi tercapainya peningkatan basis 

perpajakan. Namun pembaharuan ini belum tentu dipahami secara mendalam oleh 



 

 
 

masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga 

akan berdampak langsung pada tingkat pemahaman perpajakan itu sendiri. 

Berdasarkan data yang dilansir dari pajak.go.id, Direktorat Jenderal Pajak 

Kementerian Keuangan mengungkapkan permasalahan utama perpajakan saat ini 

adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu untuk 

terus diperbaiki. Menurut spicer dan Laundset (1976) dalam Razman (2005) 

menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan 

rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku 

juga rendah. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.  

 Handayani (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan billing 

system terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderasi pemahaman perpajakan. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa billing system memiliki pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dikatakan memiliki 

positif artinya semakin baik penerapan dari billing system, maka kepatuhan wajib 

pajak juga akan berubah menjadi semakin baik. 

 Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji 

adakah pengaruhnya penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak 

berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia masih 

rendah. Selain itu, peneliti juga ingin meneliti apakah pemahaman perpajakan 

dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang dipilih 

dalam penelitian ini merupakan wajib pajak UMKM yang tersebar di kota Padang, 

karena berdasarkan pengamatan peneliti bahwa  UMKM merupakan wajib pajak 

yang potensial untuk meningkatkan penerimaan pajak di kota Padang. 



 

 
 

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini peneliti akan melakukan 

sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan E-Billing System dan 

Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

di Kota Padang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas mengenai 

analisis implementasi e-billing system pada wajib pajak UMKM di kota Padang, 

maka masalah yang dikembangkan dalam penelitian ini dirumuskan dalam 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah  penerapan e-billing system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM di kota Padang?  

2. Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di kota Padang? 

3. Apakah penerapan e-billing system dan tingkat pemahaman perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Padang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh penerapan e-billing system terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di kota Padang. 

2. Untuk menguji pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Padang. 



 

 
 

3. Untuk menguji pengaruh penerapan e-billing system dan tingkat 

pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota 

Padang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau 

manfaat antara lain : 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan secara 

akademis mengenai pengaruh penerapan e-billing system pada wajib pajak 

UMKM di Kota Padang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

acuan untuk melakukan penelitian berikutnya dengan tema yang sama. 

2. Bagi Praktisi 

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

dalam proses evaluasi kebijakan e-billing system dimasa mendatang. Bagi 

pihak KPP Pratama Padang, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja pengadministrasian 

pajak dalam rangka mencapai tujuan program-program pemerintah, 

khususnya implementasi e-billing system. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini akan di bahas mengenai implementasi e-billing oleh 

wajib pajak UMKM di Kota Padang. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 



 

 
 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang meliputi landasan teoritis, 

review penelitian sebelumnya serta kerangka peneitian yang mendasari 

analisis yang akan digunakan dalam Bab IV 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan, desain penelitian, variabel 

dan pengukuran, data dan teknik pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang identitas dan karakteristik responden, deskripsi 

variabel penelitian, dan analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran. 
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